BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah
diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Peranan ahli penyakit jiwa dalam peradilan pidana yaitu:

a. Keterangan ahli penyakit jiwa akan dapat ditentukan apakah terdakwa
yang dituduh melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dijatuhi
hukuman.

b. Relevansi ilmu psikiatri kehakiman dalam proses perkara pidana dapat
dilihat dalam menentukan kemampuan bertanggung-jawab dari pelaku
perbuatan pidana yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum melalui
surat keterangan dokter, melalui visum et repertum atau melalui
keterangan ahli jiwa dalam sidang pengadilan.

c. Visum et repertum dari ahli penyakit jiwa dapat dijadikan
pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan Visum et repertum
bukan sebagai pedoman hakim dalam memutus perkara.

d. Keterangan ahli mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan
bukti yang lain, namun hakim tidak harus terikat dengan keterangan
ahli.

2. Kendala keterangan ahli penyakit jiwa dalam peradilan pidana adalah,

manakala dibutuhkannya keterangan ahli penyakit jiwa di daerah
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pedalaman yang sangat sulit untuk mendatangkan ahli penyakit jiwa
tersebut karena terbatasnya transportasi yang dibutuhkan serta biaya yang
diberikan oleh Pemerintah sangatlah tidak mencukupi, sehingga

diperlukannya anggaran khusus.

B. Saran

Sebagai bagian akhir dari penulisan hukum ini; penulis memberikan

saran sebagai berikut:

I

Diharapkan dibuat suatu aturan khusus yang mengatur tentang kesatuan
bentuk pembuatan surat keterangan dokter ahli jiwa, hal ini dimaksudkan
agar membantu memperlancar kerjasama antara penegak hukum dengan
ahli penyakit jiwa.

Surat keterangan dari ahli penyakit jiwa (Visum et repertum psikiatrik), di
dalam penulisannya diharapkan/lebih banyak memakai bahasa yang dapat
dimengerti oleh semua pihak. Apabila terdapat istilah-istilah yang tidak
dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sebaiknya disertai dengan

penjelasan ke dalam bahasa Indonesia yang menjelaskan istilah tersebut.
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